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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) merupakan sebuah wadah untuk 

Masyarakat melakukan kegiatan usaha, yang dimana hal ini sangat membantu 

masyarakat untuk menjalankan usaha atau bisnis yang memiliki modal usaha cukup 

besar, dalam membentuk perusahaan itu minimal ada dua orang pemilik yang 

berarti dalam membangun sebuah perusahaan, perusahaan tersebut harus memiliki 

dua atau lebih pemodal yang kemudian dikonversikan seabagai saham. Hal ini 

membatasi tanggung jawab pemilik modal dengan jumlah saham yang dimiliki. 

Dapat juga dijelaskan bahwa pembatasan tanggung jawab atas saham yang dimiliki 

tersebut merupakan sebuah bentuk investasi.1 

Berdasarkan pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, menjelaskan bahwa perseroan terbatas yang berbentuk sebagai badan 

hukum, harta benda pribadi pemilik perusahaan harus terpisah dengan harta pendiri 

dari Perusahaan. Berarti aset yang merupakan milik perusahan bukan lah milik 

pribadi dari pemegang saham perusahaan dan begitu juga sebaliknya.2  Unsur-

Unsur sebuah perseroan terbatas adalah Badan Hukum, Persekutuan Modal, 

perjanjian atas pendirian Perusahaan, kegiatan usaha, modal dasar dikonversikan 

sebagai saham.3 Otto Friedrich Von Gierke berpendapat bahwa perusahaan berjalan 

karena adanya “Organ”, ia mengartikan bahwa perusahaan memiliki organ yang 

terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan 

Komisaris. Semua tindakan yang dilakukan oleh organ yang ada di dalam perseroan 

tersebut bukan lagi mewakili individu nya atau orang – perorangan, melainkan 

segala tindakannya menjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum, 

                                                           
1  Frank H. Eaaterbrook & Daniel R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, 

(Cambrige, Massachussets: Harvard University Press, 1996). Hlm. 40 
2 Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, 

TLN. No. 4756, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 1. 
3 Ibid. 
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selama tindakan tersebut tidak menyalahi hukum, Undang – Undang, dan anggaran 

dasar Perseroan Terbatas. 

 Saham merupakan bukti penyetoran untuk menjadi modal Perusahaan oleh 

para pemegang saham Perusahaan. Dapat diartikan bahwa saham adalah bukti 

bahwa seseorang memiliki kepemilikkan bersama dari seluruh pemegang atau 

pemilik saham dalam suatu Perusahaan. Saham dapat dikategorikan sebagai benda 

bergerak yang dapat dialihkan.4 Saham merupakan benda bergerak oleh karena itu 

saham diberikan hak kebendaan terhadap pemiliknya, saham dapat dipertahankan 

oleh setiap orang yang memilikinya dan secara umum tunduk kepada semua 

peraturan yang mengatur tentang benda bergerak. Dalam sebuah kepemilikkan 

Perseroan Terbatas, jumlah saham sudah terbagi-bagi atas jumlah kepemilikkan, 

struktur kepemilikkan beragam sesusai dengan berapa jumlah yang ia miliki. Hal 

tersebut yang membuat pemegang saham menjadi dua bagian, yakni; pemegang 

saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki jumlah 

bagian saham yang lebih dominan dan nilainya cukup signifikan, pemegang saham 

minoritas memiliki saham yang lebih sedikit. 

 Dalam sebuah perseroan terbatas (PT) terdapat 2 (dua) jenis pemegang 

saham perseroan yang keduanya memiliki hak dalam mengikuti RUPS, 2 (dua) 

jenis pemegang saham yang dimaksud adalah pemegang saham mayoritas dan 

pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas atau biasa disebut majority 

shareholder merupakan pemegang saham perseroan yang memiliki kepentingan 

dalam mengawasi lajunya sebuah perusahaan karena telah memiliki lebih dari 50% 

saham perseroan.5  Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT) tidak medefinisikan tentang pemegang saham minoritas atau saham 

                                                           
4 Pasal 60 ayat (1) UUPT” Saham Merupakan benda bergerak dan memberikan hak 

sebagaimana dimaksud pasal 52 kepada pemiliknya” 
5 Riri Lastiar Situmoranga dan Rasji, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada 

Perseroan Terbatas Terbuka” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Vol.12, No. 1 Februari (2023), 

hlm.119 
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mayoritas, pada bagian kelima UUPT Pasal 48 sampai dengan Pasal 62 hanya 

membahas tentang kepemilikan saham di dalam suatu Perusahaan.6  

 Pada umumnya jika sebuah perusahaan melakukan sebuah perbuatan 

terhadap pihak lain, maka yang bertanggung jawab merupakan perusahaan tersebut 

bukan dari pemilik saham perusahaan. Apabila kemudian terdapat masalah dalam 

perusahaan terkait harta benda, maka harta benda yang dimiliki oleh pemegang 

saham tidak dapat disita atau pun digugat. Ini merupakan prinsip umum yang 

berlaku dalam keadaan normal.7 Apabila dikemudian hari direksi dan komisaris 

perseroant terbatas melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan 

kerugian yang dialami oleh perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi 

persyaratan dapat mewakili perusahaan untuk melakukan tuntutan atau gugatan 

terhadap direksi melalui pengadilan. 8 L.C Hoffman menjelaskan bahwa terdapat 4 

(empat) unsur yang harus dipenuhi terkait dengan perbuatan melawan hukum, 

yaitu:9 

1. Adanya perbuatan yang telah dilakukan; 

2. Perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar hukum; 

3. Atas adanya perbuatan tersebut terdapat kerugian yang dialami pihak lain 

akibat adanya perbuatan tersebut; 

4. Perbuatan tersebut terdapat kesalahan yang bisa disangkakan kepadanya. 

Terkait dengan beban pembuktian untuk membuktikan adanya unsur 

kelalaian atau kesalahan oleh direksi atau komisaris perseroan tergantung pada 

tergugat.10 Terdapat perbedaan konsep terkait dengan pembuktian dari unsur 

kesalahan yang kita lihat pada Pasal 1365 Kuhper yang dimana beban untuk 

melakukan pembuktian tergantung pada pihak penggugat.  

                                                           
6 Pasal 86 Undang – Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
7 Munir Fuady, Doktrin – Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam 

Hukum Indonesia, Cet. 1 ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002) Hlm.3 
8 Ibid. 
9 L.C. Hofmann, Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, De Algemene leer der 

Verbintenissen, (Tweede druk, J.N. Wolters, Batavaia 1932) hlm257.265 
10 Ibid. 
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 Dapat disederhanakan bahwasanya perbuatan melawan hukum merupakan 

sebuah perbuatan yang telah melanggar peraturan, ketentuan, perundang-undangan 

yang ada. Apabila tindakan atau perbuatan komisaris ataupun direksi perseroan 

melanggar ketentuan serta peraturan yang ada maka tindakan yang dilakukan 

tersebut bisa dikatan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pada pasal 1365 

KUHPerdata segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum merupakan 

tindakan yang mengakibatkan seseorang menderita serta mengalami kerugian, 

akibat tindakan yang dapat merugikan orang lain tersebut, maka diwajibkan bagi 

pihak yang melanggar agar dapat memberikan ganti rugi.11  

Merujuk pada Pasal 97 ayat  (1) Undang -Undang No.40 Tahun 2007 “ Atas 

nama PT, Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan 

melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau 

kelalaiannya menimbulkan keruigan pada PT” dan Pasal 114 ayat (1) Undang – 

Undang 40 Tahun 2007 yang menyebutkan “ Dewan Komisaris bertanggung jawab 

atas pengawasan perseorang” hal ini menjadikan dasar bagi pemegang saham untuk 

menuntut atau menggugat Direksi dan Dewan Komisaris ke pengadilan apabila 

dalam menjalankan perusahaan melakukan kelalaian atau menimbulkan kerugian 

bagi Perusahaan, yang dimana pemegang saham yang memenuhi syarat dapat 

melakukan penuntutan.12 Salah satu mekanisme penuntutan yang dapat dilakukan 

oleh pemegang saham adalah dengan cara melakukan Gugatan Derivatif. 

Gugatan Derivatif memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang–

Undang No.40 Tahun 2007 pada Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6). Pada 

kedua pasal ini menyebutkan bahwa pemegang saham yang mewakili saham paling 

sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham memiliki hak suara untuk melakukan 

gugatan terhadap direksi dan komisaris perusahaan. Doktrin–doktrin yang berada 

dalam peraturan tersebut dapat dijadikan dasar perlindungan bagi pemegang saham 

minoritas. Apabila pengurus perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan 

                                                           
11 Silalahi, J.M.U. (2005). Badan Hukum Organisasi Perusahaan. Jakarta : Iblam 
12 Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 
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pemegang saham.13 Tindakan yang merugikan pemegang saham ini dapat digugat 

dengan doktrin Gugatan Derivatif. Dapat dikatakan, bahwa konsep Gugatan 

Derivatif ini memberikan hak kepada pemegang saham agar dapat mengambil 

tindakan melalui pengadilan, yang bertujuan agar hak – hak peseroan tidak 

dirugikan.14 

Berdasarkan ketentuan yang ada diatas dapat dijelaskan bahwa upaya 

hukum dari pemegang saham minoritas berupa mengajukan gugatan derivatif. 

Namun, gugatan derivatif bukanlah suatu gugatan individual yang dimana para 

pemegang saham merasa dirugikan. Akan tetapi gugatan ini dilakukan dengan 

minimal paling sedikit 1/10 dari total keseluruhan saham yang dapat mewakili 

perseroan untuk bertindak dan atas nama perseroan dalam melakukan gugatan 

terhadap direksi dan komisaris perseroan. 

Manajemen atau pengurus perusahaan dalam melakukan kegiatan untuk 

menunjang perusahaan harus memperhatikan kepentingan yang dimiliki oleh para 

stakeholders, baik yang berasal dari kelompok atau individu yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap maksud dan tujuan perusahaan.15 Hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan tidak dapat menjalankan perusahaan itu tanpa 

didukung oleh pihak luar agar dapat menunjang keberhasilan dari perusahaan 

tersebut, seperti dukungan dari supplier, Kreditur, Masyarakat, dan Karyawan 

perusahaaan.16 

Konsep yang telah dijabarkan di atas dapat berhasil, apabila para pemegang 

saham dan pengurus Perusahaan menjadikan hal itu sumber sebagai standar dalam 

tingkah laku individunya. Dapat  dilihat bahwa pemegang saham harus memiliki 

perlindungan hukum baik itu pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham 

                                                           
13 Bryan A Garner, “Black Law Dictionary”. hlm.545 
14 Imam Hakim Masyhuri, dkk., “ Efektifitas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dibawah 

1/10 Dalam Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Derivative Action” Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu 

Hukum, Vol.1 2023. Hal.2 
15 Donaldson, Thomas dan Patricia H., “Etichal Issues In Business: A Philosophical 

Approach”, Sixth edition, Saddle River, Prentience Hall, 1999. 
16 Corfield, Andrea, “ The Stakeholders Theory and Its Future In Australian Corporate 

Governance: A Premilinary Analysis” , The Journal of Corporation Law, Volume 21, No.4 Tahun 

1996 
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minoritas. Tindakan atau Gugatan Derivatif merupakan hak yang dimiliki oleh 

setiap pemegang saham minoritas perusahaan yang dapat ajukan di Pengadilan 

Negeri. Pemegang saham melalui Gugatan Derivatif  dapat menuntut direksi 

perusahaan selaku penanggung jawab perusahaan serta dewan komisaris sebagai 

pengawas perusahaan karena telah melakukan perbuatan atau tindakan yang telah 

merugikan perusahaan atau merugikan para pemegang saham.17  

Gugatan Derivatif pada umumnya diajukan karena kesalahan yang terjadi 

akibat dari tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris yang 

dianggap merugikan perusahaan, gugatan ini diajukan oleh pemegang saham 

minoritas dalam sebuah perseroan. Namun, tidak semua tindakan direksi yang 

merugikan dapat digugat, selama direksi tersebut melakukan tindakannya 

berdasarkan itikad baik dan melakukan dengan berhati – hati (sesuai dengan 

business judgment rule) dalam konteks mengelola Perusahaan, maka direksi 

tersebut mendapatkan pembenaran secara hukum. Tindakan yang dapat merugikan 

perusahaan yang dilakukan oleh direksi seperti: melanggar undang – undang dan 

peraturan yang ada, terdapat kesalahan yang memiliki hubungan sebab dan akibat 

antara perbuatan tersebut dengan kerugian.18 

Pemegang saham minoritas jika dilihat dari segi kepemilikkan modal dalam 

sebuah perusahaan tidak banyak, hal ini menjadikan pemegan saham minoritas 

tidak dapat mengontrol atau melakukan tindakan yang lebih dalam melindungi 

kepentingannya. Maka dari itu, pemegang saham minoritas perlu mendapatkan 

perlindungan terhadap Pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas 

perlu diberi andil dalam memajukan perusahaan. Dalam praktiknya, pemegang 

saham mayoritas lebih memegang kendali yang besar terhadap perusahaan dan 

pemegang saham mayoritas berhak untuk melakukan pemilihan direksi dan 

menjalankan perusahaan, serta pemegang saham mayoritas juga memiliki hak 

untuk menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan 

                                                           
17 Bryan A Garner, Op.Cit. hlm. 104. 
18 Scheeman, Angela, “ The Law of Corporations, Partnerships, and Sole Prorietorship”, 

Delmar Publisher, Albany, 1992, hlm.245 
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untuk dibagikan sebagai dividen Perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemegang 

saham mayoritas sudah cukup terjamin melalui Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Sedangkan pemegang saham minoritas kurang mendapatkan perlindungan 

hukum, yang dikarenakan oleh:19 Adanya prinsip yang mengatakan bahwa, yang 

dapat mewakili Perusahaan hanya direksi, semua hal tentang Perusahaan bermuara 

kepada pemegang saham mayoritas, pengadilan kurang responsif dalam 

mencampuri urusan bisnis dari sebuah Perusahaan. 

Seringkali dalam praktiknya terjadi perselisihan antara pemegang saham 

minoritas dengan organ perseroan seperti direksi dan dewan komisaris. Contohnya 

pada perkara nomor 278/PDT.G/2020/PN Cbi yang dimana pemegang saham 

minoritas melakukan gugatan derivatif terhadap dewan komisaris perseroan yang 

diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian di atas 

maka perlu melakukan kajian mendalam yang dipaparkan dalam bentuk thesis yang 

berjudul “ Gugatan Derivatif Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Direksi 

Dan Komisaris Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham 

Minoritas”.  

 

B. Perumusan Masalah 

 Dalam penelitan ini disusun beberapa permasalahan untuk diteliti, beberapa 

permasalahan yang akan dibahas mengenai perlindungan bagi pemegang saham 

minoritas dan bagaimana Derivative Action dapat dilakukan sesuai dengan 

peraturan yang ada. Berikut merupakan pokok permasalahan hukum yang dibahas 

lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana  perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui 

gugatan derivatif akibat perbuatan melawan hukum direksi dan komisaris? 

2. Bagaimana dampak dari gugatan derivatif yang dilakukan pemegang saham 

minoritas terhadap pengurusan perseroan terbatas? 

                                                           
19 Muhammad Rizki, DKK.. “Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada 

perusahaan dari penggabungan Perusahaan pada Perseroan terbatas di indonesia”. JIM FH : Vol.IV 

No 2 : 2021. https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4225/pdf diakses pada tanggal 1 Maret 2024. 

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4225/pdf
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3. Bagaimana konsep pengaturan gugatan derivatif terhadap direksi dan 

komisaris perseroan terbatas sebagai bentuk perlindungan hukum bagi 

pemegang saham minoritas dimasa yang akan datang?  

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat pada perumusan masalah 

diatas, maka  ada tiga tujuan dalam penelitian ini yang dimasudkan untuk tujuan: 

1. Menjelaskan bagaimana gugatan derivatif dapat memberikan perlindungan 

hukum bagi pemegang saham minoritas akibat perbuatan melawan hukum 

direksi dan komisaris. 

2. Untuk menganalisis dampak dari gugatan derivatif yang dilakukan 

pemegang saham minoritas terhadap penyelenggaraan perusahaan. 

3. Untuk menganalisis penerapan atau pengaturan gugatan derivatif dimasa 

yang akan datang. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum Perdata terutama terhadap Hukum 

Perusahaan yang dimana mengkaji tentang Perlindungan Hukum bagi pemegang 

saham minoritas dalam suatu Perusahaan (Perseroan Terbatas). 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak – pihak yang dianggap berkepentingan dalam membela 

serta melindungi hak-hak nya pemegang saham minoritas dan pihak yang 

menjalankan perusahaan: 

1) Bagi Pemegang Saham Minoritas 
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Diharapakan dapat menjadi bahan masukkan dan pertimbangan dalam 

membela dan melindungi hak – hak nya sebagai pemegang saham minoritas 

dalam sebuah perusahaan. 

2) Bagi Perseroan Terbatas 

Diharapkan dapat menjadi sebuah informasi atau ilmu baru terhadap 

perusahaan, agar dapat memenuhi dan melindungi kepentingan dari 

pemegang saham perusahaannya. 

3) Bagi Direksi Perseroan Terbatas 

Diharapkan dapat menjadi sebuah ilmu dan informasi kepada Direksi 

Perusahaan terkait dengan gugatan derivatif sebagai perlindungan hukum 

bagi pemegang saham minoritas. 

4) Bagi Komisaris Perseroan Terbatas 

Diharapkan dapat menjadi sebuah informasi sereta ilmu terhadap Komisaris 

Perusahaan atas fungsi pengawasan yang dimilikinya dan mengetahui 

gugatan derivatif sebagai perlindungan hukum bagi pemegang saham 

minoritas. 

 

D. Kerangka Teori 

Dalam suatu penelitian ilmiah, diperlukan suatu kerangka berfikir atau pola 

berfikir untuk menyelesaikan sebuah penelitian tersebut. Suatu penulisan karya 

ilmiah tidak dapat dikatakan penelitian ilmiah apabila dalam proses pembuatannya 

tidak ada landasan teori yang tercantum dalam penulisannya.20 Teori memiliki arti 

sebagai sebuah keseluruhan yang memiliki kaitan, maka teori hukum bisa diartikan 

sebagai perkembangan dari sebuah pengertian teori yang menjadi keseluruhan 

pernyataan – pernyataan yang berkaitan terhadap hukum.21 Dalam penelitian 

                                                           
20 I Made Pasek Diantha, 2017, Metode Penelitian Hukum Normatif, cet 2, Jakarta : PT Fajar 

Interpratama Mandiri, hlm. 134. 
21 JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian 

Dasar dalam Teori Hukum, cet 4, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3. 
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penulis akan menggunakan beberapa teori yang relevan terhadap penelitian yang 

dibuat, yaitu: 

1. Grand Theory  

Grand Theory yang diterapkan pada penulisan penelitian ini 

menggunakan Teori Keadilan, makna dari sebuah keadilan seringkali 

mendapatkan makna yang berbeda – beda. Namun pada dasarnya keadilan 

adalah kondisi dimana sebuah kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu 

hal, baik itu tentang benda atau orang. Menurut beberapa ahli, keadilan 

biasanya diartikan sebagai sebuah bentuk sikap atau karakter. Sikap dan 

karakter yang dimana seseorang melakukan sebuah perbuatan dan berharap 

akan adanya keadilan maka itu disebut keadilan, sedangkan sikap dan karakter 

yang mengakibatkan seseorang yang melakukan perbuatan dan berharap 

sebuah ketidak adilan maka itu adalah ketidakadilan.22 

Pengertian ketidakadilan pada umumnya adalah seseorang yang tidak 

patuh kepada hukum (Unlawful/lawless/unfair) serta orang yang adil disebut 

sebagai orang yang patuh kepada hukum (Law-Abiding/fair). Hukum dibuat 

agar pada praktiknya agar dapat mencapai sebuah kemajuan dalam 

kebahagiaan Masyarakat, maka dalam pembentukannya hukum cenderung 

membuat dan mempertahankan kebahagiaan masyarakt yang adil. Inge 

Dwisvimiar menjelaskan beberapa kontribusi yang dibuat oleh Aristoteles  

tentang teori keadilan, bahwa ia membedakan pengertian keadilan, seperti 

keadilan menurut hukum (Hukum Positif) dan keadilan menurut alam (Hukum 

Alam). Jika diartikan dari segi Hukum Positif diperoleh dari sesuatu yang 

ditetapkan sebagai hukum jadi adil atau sebuah peristiwa dikatakan oleh 

hukum sedangkan keadilan menurut hukum alam didapatkan atas dasar sifat 

                                                           
22 Inge Dwisvimiar, 2011,” Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, Jurnal Dinamika 

Hukum, Vol. 11, No 3, hlm 523-527, 

http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127 diakses pada 

tanggal 22 Oktober pukul 14.30 WIB 

http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127
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dasar manusia yang tidak terbatas, jadi hukum alam menilai keadilan itu bisa 

dinilai dari emosi dan perasaan manusia.23 

John Rawls juga merumuskan tentang teori keadilan, John Rawls 

menawarkan sebuah bentuk penyelesaian masalah keadilan dengan cara 

membangun teori keadilan yang berdasarkan kontrak, dalam sebuah kontrak 

dua orang atau lebih memilih asas – asas keadilan secara bersama agar 

mendapatkan hasilnya yang bebas, setara, dan rasional, yang dapat 

mengakomodasi pelaksanaan hak dan kewajiban secara adil bagi semua orang. 

Konsep keadilan yang baik menurut John Rawls harus bersifat kontraktual, 

dimana konsep keadilan tersebut tidak berbasis kontrak dapat dikesampingkan 

demi keadilan itu sendiri.24  

John Rawls mengemukakan bahwa ada dua konsep tentang keadilan 

yang dikenal dengan keadaan “Posisi Asli” atau Original Position dan keadilan 

“Selubung ketidak tahuan atau veil of ignorance. Konsep tersebut dibuat oleh 

Rawls agar setiap orang memiliki keadaan yang berimbang dan sama dalam 

kehidupan bermasyarakat dan tidak ada pihak manapun yang memiliki posisi 

lebih tinggi antar sesame Masyarakat, serta orang – orang tersebut dapat 

melakukan sebuah kesepakatan dengan orang lain secara seimbang. Kondisi 

inilah yang dikatakan oleh Rawls sebagai Original Position. 

Rawls menjelaskan juga bahwa keadilan merupakan Fairness , yang 

mengandung dua prinsip, yaitu: 

a. Prinsip Persamaan Terbesar (The Greates Equal Principles) , keadilan 

dapat diciptakan atau ditegakkan apabila kedudukan tiap – tiap 

masyrakat disama ratakan kedudukannya. 

b. Prinsip Perbedaan (The Different Principles) dan Prinsip Kesempatan 

yang sama dan Adil (The Different of Fair Equality Opportunity), 

keadilan dapat diciptakan atau ditegakkan apabila ketidaksamaan sosial 

                                                           
23 Ibid. 
24 Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, cet 1, Bandung : Mandar Maju, hlm. 42 
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dan ekonomi harus diatur dengan baik, agar dapat memberikan 

keuntungan kepada orang – orang yang kurang di untungkan.25 

Suatu kontrak memiliki fungsi yang didasari oleh sebuah filosofis, 

yaitu menciptakan dan menegakkan keadilan sosial dan ekonomi yang ada di 

masyrakat dengan cara memfasilitasi, mengakomodasi dan mengatur 

hubungan kontraktual kepada pihak yang terkait bahwa di dalamnya ada hak 

dan kewajiban yang setara. Dapat dikatakan juga bahwa kontrak memilik 

fungsi sebagai sebuah instrument hukum untuk menghilangkan atau 

mengurangi ketidakseimbangan dalam tatanan sosial dan ekonomi yang ada 

dimasyarakat, khususnya kontrak yang dibuat oleh pihak – pihak sebagai warga 

atau Masyarakat.26  

2. Middle Range Theory 

Middle Range Theory  yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

Teori Perlindungan Hukum. Dengan adanya Hukum yang ada didalam 

Masyarakat, maka hukum berguna dalam mengatur kepentingan – kepentingan 

Masyarakat yang bertentangan antara satu sama lain. Hadirnya hukum berguna 

dalam mengatur atau mengkoordinasi kepentingan – kepentingan individu 

sehingga benturan antar kepentingan dapat diminimalisir. Sebenarnya dalam 

beberapa pendapat ahli, secara gambaran besar mengartikan hukum sebagai 

suatu Batasan yang mengatur tentang tingkah laku manusia.27 

Perlindungan Hukum adalah segala Upaya yang dilakukan secara 

alamiah oleh manusia ataupun lembaga manapun yang memiliki tujuan untuk 

pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup berdasarkan 

Hak Asasi yang ada, yang dimana hal ini diatur oleh Undang – Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

                                                           
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan Area University Press, 2012, 

hal 5-6 
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Kata perlindungan sebenarnya menggambarkan kegunaan atau fungsi 

dari adanya Hukum, yang dimana hukum diharapkan dapat memberikan 

ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kedamaian, dan kepastian. Beberapa ahli 

memberikan penjelasan mengenai pengertian Perlindungan Hukum sebagai 

berikut: Satijo Raharjo berpendapat bahwa pengertian Perlindungan Hukum 

adalah sebuah Upaya seseorang untuk melindungi kepentingannya berdasarkan 

Hak Asasi Manusia yang diberikan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut. Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum 

ialah sebuah upaya yang berguna untuk melindungi individu selaras dengan 

nilai dan kaidah yang beredar didalam kehidupan Masyarakat. Setiono 

mengatakan bahwa perlindugan hukum merupakah sebuah Tindakan atau 

Upaya yang dilakukan oleh Masyarakat untuk melidnungi dirinya terhadap 

perbuatan sewenang – wenang yang dilakukan oleh penguasa, Tindakan 

tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak mewujudkan atau meciptakan 

ketertiban dan ketentraman.28 

Pada hakikatnya perlindungan hukum tidak membeda – bedakan 

apakah ia seorang Perempuan ataukah seorang laki – laki. Negara Indonesia 

sebagai negara hukum yang berdasasrkan pancaasila seharusnya dapat 

memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, oleh karena itu 

perlindungan hukum akan menciptakan sebuah pengakuan dan perlindungan 

Hak Asasi Manusia. 

3. Applied Theory 

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian thesis ini 

menggunakan teori Shareholder Primacy / Shareholder Theory. Menurut teori 

Shareholder Primacy, bahwa dasar tanggung jawab yang dimiliki oleh direksi 

adalah bertindak demi kepentingan para pemegang saham, seperti 

meningkatkan nilai (Value) saham. Apabila direksi lebih memperhatikan 

hubungan atau kepentingan kepada supplier, pelanggan, karyawan, dan 

lingkungan sekitar, maka nilai yang di miliki oleh pemegang saham sedikit. 

                                                           
28 Sajipto Rahadjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditua Bakti, 2000. Hal. 53 



 
 

14 
 

Maka dari itu, sudah semestinya Direksi menjalankan, bertindak, dan 

mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dibandingkan dengan 

kepentingan yang lain. Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan berjalan 

dengan baik dalam jangka Panjang dan juga harus dapat meningkatkan Value 

pemeganag saham. Shareholder Primacy merupakan sebuah doktrin yang 

mengatakan bahwa tujuan dari adanya perusahaan adalah untuk mencari 

keuntungan atau kekayaan yang sebesar – besarnya bagi pemegang saham 

Perusahaan (Maximing Return To Shareholders).29 Teori ini menjelasksan 

tentang bagaiaman hubungan antara manajemen perusahaan dan pemegang 

saham perusahaan. Teori imi bertujuan untuk membantu manajemen dalam 

meningkatkan Value perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaan dan 

meminimalisir kerugian yang berdampak bagi pemegang saham minoritas 

dalam sebuah perusahaan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan thesis 

menggunakan jenis penelitian normatif, jenis penelitian hukum normatif 

adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik itu merupakan bahan 

hukum primer ataupun sekunder.  Apabila seorang peneliti telah 

menemukan rumusan masalah dalam penelitiannya maka langkah 

berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan dan 

terbaru yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitannya, lalu baru 

dapat menentukan dasar hukum apa yang berkaitan dengan 

permasalahannya.30 

                                                           
29 E. Merrick Dodd, For Whom Are Corporate Managers Trustees?, Harvard Law Review, 

Vol.45, 1932, Hal.1145-1148 dalam stout. 
30 Bahder Johan Nasution, 2016, Metode Penelitian Ilmu Hukum, cet II, Bandung: Mandar 

Maju, hlm. 97. 

 



 
 

15 
 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penulisan penelitian ini khususnya pada pendekatan penelitian, 

penulis menggunakan statue approach  atau dengan cara pendekatan 

perundang – undangan. Metode pendekatan penelitian statue approach 

biasanya digunakan dalam penelitian peraturan perundang – undangan yang 

ada, yang dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan 

mengakibatkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan 

tersebut baik dari segi teknis maupun dalam pelaksanaan dilapangan. Pada 

penetilitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan peraturan yang 

mengatur tentang gugatan derivatif, lalu menggunakan case approach 

(merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian yang menggunakan 

contoh kasus yang ada). Tentunya dalam pendekatan case approach peneliti 

mengkaji atau melihat peristiwa hukum yang berkaitan dengan gugatan 

derivatif oleh pemegang saham minoritas. dalam memperjuangkan atau 

mendapkan hak nya sebagai pemilik atau pemegang saham perusahaan.31  

3. Sumber Bahan Hukum  

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa bahan hukum yang bersifat bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier, berikut meruapakan bahan – bahan 

kajian hukum yang akan diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini: 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, pada 

bahan hukum primer penulis menggunakan beberapa bahan hukum 

sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata; 

3) Kitab Hukum Acara Perdata 

                                                           
31 Saiful Anam, 2017, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian 

Hukum”,  https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-

penelitian hukum , diakses pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 15.20WIB. 
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4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756). 

b. Bahan hukum sekunder meruapakan suatu bahan hukum yang 

memberikan pengertian serta penjelasan dalam bentuk kajian atau 

karya ilmiah yang di buat oleh ahli hukum. 

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, antara lain kamus, indeks kumulatif dan ensiklopedia.32 

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum 

Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan inventarisasi 

bahan hukum dengan teknik studi referensi (referensial study). Yang 

dimaksud dengan studi referensi adalah mengkaji serta mempelajari 

sumben-sumber keperpustakaan yang memiliki kaitan dengan perundang-

undangan atau peraturan yang ada, buku, makalah, jurnal, surat kabar, dan 

dokumen – dokumen laonnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini.33 Dalam penelitian tesis ini, penulis 

akan mengumpulkan beberapa jurnal, buku, literatur, peraturan, atau 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan gugatan derivatif dan 

perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, dan dokumen 

lainnnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, 

menggunakan metode analisis kualitatif yang dimana dalam penelitian ini 

mendasarkan kepada norma – norma hukum yang terkandung dalam sebuah 

undang – undang atau peraturan serta norma hukum yang hidup dan berlaku 

didalam masyarakat.34 Bahan hukum yang digunakan oleh penulis diperoleh 

                                                           
32 Zainudil Ali,2009, Metode Penelitian Hukum, cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.23. 
33 Ibid, hlm 92. 
34 Ibid, hlm. 105.  
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melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer yaitu pada Undang – 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, bahan hukum sekunder 

yaitu menggunakan teori shareholder primacy serta teori lain yang 

dibutuhkan , dan  bahan hukum tersier yang kemudian akan disusun secara 

sistematis agar menghasilkan penelitian yang komprehensif terkait dengan 

gugatan derivatif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang 

saham minoritas dalam sebuah perseroan terbatas.  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik penarikan kesimpulan 

yang bersifat deduktif, yaitu cara berfikir dari mulanya sesuatu yang bersifat 

umum ditarik hingga menjadi sesuatu yang bersifat lebih khusus.35 Penulis 

akan memberikan sebuah kesimpulan secara logis berdasarkan hasil 

pemikiran – pemikiran yang dilakukan oleh penulis. Sehingga penulis bisa 

memberikan kesimpulan yang membahas tentang pengaturan yang bersifat 

khusus terkait dengan gugatan derivatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, Metode Penelitian, cet 1, Bandung : CV. Mandar 

Maju, hlm.  
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